
BERITA DAERAH KOTA CILEGON 

TAHUN: 2021 NOMOR: 1 

PERATURAN WALi KOTA CILEGON 

NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA CILEGON 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALJ KOTA CILEGON, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi 

dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan 

yang dilakukan oleh penyelenggara negara; 

b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan 

yang baik dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, 

perlu diciptakan lingkungan yang dapat menimbulkan 

perilaku positif, kondusif dan terbebas dari adanya 

benturan kepentingan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penanganan 

Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota 

Cilegon; 

1 .  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Kota Depok clan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3828); 

2. Undang . . .  
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun1999Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;  

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang 

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4150); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NomOr 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang 

Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha 

Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3021 ) ;  

8. Peraturan . . .  
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang 

Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam 

Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah 

dengan KeputusanPresiden Nomor 47 Tahun1992 

tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 

Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan 

Pegawai Negeri Daiam Rangka Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Kesederhanaan Hidup; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan; 

10.  Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 9 1 ) ;  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN 

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI 

LINGKUNGAN PEMERJNTAH KOTA CILEGON 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PasaI 1 

Dalam Peraturan Waii Kata ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Cilegon. 

2. Pemerintah Daerah adaiah Waii Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Waii Kota adaiah Waii Kota Cilegon. 

4. Wakil Waii Kota adaiah Wakil Waii Kota Cilegon. 

5. Sekretaris ... 
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5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon. 

6. Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Wali Kota dan 

Perangkat Daerah. 

7. Inspektorat adalah lnspektarat Kota Cilegon. 

8. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kata 

Cilegon. 

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan 

Dewan Perwak:ilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

10. Benturan Kepentingan adalah merupakan situasi dimana 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki atau patut diduga 

memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan 

wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan 

dan/atau tindakannya. 

Pasal 2 

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman 

dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah 

Kota Cilegon. 

Pasal 3 

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kata ini adalah sebagai acuan 

dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, 

kolusi dan nepotisme. 

Pasal 4 

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah: 

a. Pedoman dan tata cara penanganan benturan kepentingan; dan 

b. ketentuan penutup. 

BAB II 

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 

Pasal 5 

(1 )  Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon 

melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dan 

merancang kegiatan penanganannya dalam rangka mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan 

nepotisme. 

(2) Setiap . . .  
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(2) Setiap Perangkat Daerah harus melaksanakan sosialisasi dan 

internalisasi hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan 

kegiatan penanganannya kepada seluruh pegawai di 

lingkungannya. 

Pasal 6 

Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara penanganan benturan 

kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 7 

Identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan 

penanganannya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dilaksanakan 

sesuai Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 8 

Inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh 

Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan penanganan 

Benturan Kepentingan. 

BAB II 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Cilegon. 

Ditetapkan di Cilegon 
pada tanggal 4 Januari 2021 

WALI KOTA CILEGON, 

ttd 

EDI ARIADI 

Diundangkan di Cilegon 

pada tanggal 4 J nuari 2021 

Pj. SEKRETARIS RAH KOTA CILEGON, 

MAMAN MAULUDIN 

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2021 NOMOR 1 


